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Kata Pengantar

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari para peminat
masalah sosial-politik yang peduli terhadap demokratisasi
yang sedang berlangsung di aras lokal, yaitu demokratisasi
yang sedang bergulir di provinsi DIY, Mereka yang me-
nyumbangkan tulisan ini adalah para akademisi, peneliti,
aktivis kemasyarakatan, kritikus sosial, dan pemerhati
politik. Kalau sebagian besar isi buku ini merupakan res-
pons kritis atas munculnya draft RUU Keistimewaan DIY
versi buatan akademisi, itu hanya merupakan entry point
untuk mewujudkan ruang publik yang lebih demokratis
bebas dominasi. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan
mengandung makna sebagai masukan dan penyempurna-
an terhadap draft RUU tersebut. Munculnya suasana debat
publik secara terbuka lewat media massa diharapkan mem-
bawa dampak pada lahirnya draft-draft RUU yang lain agar
kelak UU Keistimewaan DIY yang berlaku benar-benar
absah secara sosial-politik sehingga bermanfaat untuk
mengelola kepentingan semua lapisan sosial di DIY.
Hampir seluruh artikel yang disajikan dalam buku ini
sebelumnya telah dipublikasi melalui koran-koran yang
beredar di DIY. Namun demikian, ada beberapa artikel
yang belum sempat terpublikasi, l:lmeblbhn adanya ke-
terbatasan ruang dalam prioritas tema di koran-koran
tersebut. Lima orang dari Forum Bulaksumur School of
Thought memicu perdebatan tentang arti dan makna keisti-
mewaan DIY di Harian Kedaulatan Rakyat. Sementara empat
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l‘fl'u‘ll‘lﬂdﬂri Forum l."iM ]}IY, La F}Pt‘!'ﬂ ]I"ll.'lt'lﬂl_’ﬂiﬂ, [’arWi, dan
Unit Studi Konflik Sosiologi UGM menggunakan Harian
Rernas sebagai media pemicu debat publik dalam me-
nanggapi draft RUU Keistimewaan DIY versi buatan
akademisi, Dalam perkembangan lebih lanjut, perdebatan
bergulir tidak saja di kedua koran tersebut, tetapi meram-
bah hingga ke Kompas, Jawa Pos, dan lain-lain. Masyarakat
awam sangat antusias mengikuti perdebatan dan sebagian
dari mereka menuangkan ide-idenya tidak dalam bentuk
artikel, tetapi dalam ruang-ruang pikiran pembaca di ko-
ran-koran tersebut.

Buku ini tidak berupaya memfasilitasi semua artikel
yang membahas arti keistimewaan dan draft RUU versi
akademisi yang diterbitkan oleh koran-koran DIY tersebut,
namun secara selektif hanya memilih artikel-artikel yang
bernuansa kritis dan bersifat mencerdaskan masyarakat.
Kritis berarti memiliki kepentingan emansipatoris, lebih
memperjuangkan rakyat, dan mencerdaskan berarti me-
ngandung nuansa-nuansa edukatif untuk kepentingan
penguatan demokrasi masyarakat. Kalau kalau artikel-
artikel ini cenderung bersifat bias dan tidak dianggap
objektif, ini merupakan suatu konsekuensi yang telah
disadari sebelumnya. Objektivitas di mana pun di dunia
ini merupakan konstruksi sosial sehingga kita tidak perlu
terjebak dalam ukuran objektivitas yang dirumuskan secara
kaku oleh rezim positivistik. Objektivitas dalam ukuran
para penulis artikel tersebut adalah perjuangan kepen-
tingan untuk rakyat dan demokrasi. Oleh karena itu, sifat
berpihak pada elite atau sikap ambigu merupakan tabu
karena penerbitan buku ini memang semata-mata dituju-
kan untuk kepentingan perkembangan demokrasi di pro-

vinsi DIY pada khususnya dan bumi pertiwi pada
umumnya

Publikasi buku ini melibatkan kolaborasi banyak
pihak. Editor mengucapkan terima kasih kepada paré
pengelola redaksi opini antara lain Arwan Tuti Arta dart
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Kedaulatan Rakyat, Dedi Purwadi dari Bernas, Hariadi
Saptono dari Kompas, dan Erwan dari Jawa Pos yang secara
konkret membuka ruang penulisan artikel untuk debat
publik tersebul. Juga Rendra Widyatama dan Budi Sayogo
dari Center for Critical Secial Studies (CCSS) yang dengan
tekun dan tanpa kenal lelah mengedit naskah buku in:
hingga siap terbit.

Terakhir dan tidak permah terlupakan, buku ini tidak
akan pernah terbit tanpa terselenggaranya kerja sama
mendalam antara Forum Bulaksumur School of Thought
dengan Center for Critical Social Studies (CCSS).

Semoga buku ini lebih memiliki kemanfaatan daripada
kemudharatannya bagi kita warga masyarakat yang men-
dambakan terealisasinya demokrasi di bumi pertiwi i

Yogyakarta, Agustus 2002
Galam,

Heru Nugroho
Direktur Center for Critical Social Studies (CCSS)
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Kepemimpinan Istimewa Yogyakarta

ReEnNDRA WIDYATAMA

Saya yakin, sekarang ini mayoritas rakyat Indonesia tahu
bahwa saat ini adalah era demokrasi. Mulai dari pedagang
kaki lima, buruh, mahasiswa, akademisi, anggota Dewan,
hingga para elite politik mengerti benar bahwa sistem
demokrasi adalah pilihan kontemporer pada hampir se-
Juruh belahan dunia, termasuk negara Indonesia dan lebih
khusus lagi Yogyakarta.

Demokrasi menjadi pilihan banyak orang karena
sistem ini memberi penghargaan yang tinggi kepada semua
individu dengan tidak ada pembedaan. Dari pengemis,
pemulung, buruh, majikan, pelajar, mahasiswa, dosen,
aktivis partai, hingga pejabat bahkan raja dan keluarga
Keraton — pokoknya semua orang — mempunyai hak dan
kedudukan yang sama. Tiap orang berhak menjadi pe-
mimpin dan boleh pula hanya menjadi yang dipimpin..
Semua dihargai sebagai manusia yang punya eksistensi
diri. Kalau toh akhimya terdapat seleksi tentang siapa yang
bih cenderung karena masalah
kemampuan manajerial, kebjjakan dan kepandaian Y218
dimiliki. Dari mana pun ia datang, apabila mEn'_lrEIlu]'u tiga
syarat utama itu, maka dapat saja jadi pemimpin.

Kiranya ideologi ini senapas dEﬂ_Eﬂ" ajaran 15[“2:
Sebab dalam agama Islam tiap manusia adalah mha;
hadapan Tuhan (kecuali kadar keimanannya). Dalam

memimpin, maka itu le
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imam (pemimpin), siapa pun diperbolehkan. Memang ada
sejumlah syarat. Namun regulasi itu lebth mengenai
kemampuan kepemimpinan yang dimiliki, bukan dari mana
asal ras keturunannya. Setelah Nabi Muhammad wafat,
khalifah (penguasa) yang mengga ntikannya toh juga tidak
diharuskan dari keturunan Bani Hasim (trah Nabi
Muhammad), bahkan juga dalam masa-masa kekhalifahan
selanjutnya.

Oleh karena itu, ketika RUU Keistimewaan disusun,
sungguh sebuah kejutan bahwa di antara pasal RUU ter-
sebut terdapat pasal, yaitu pasal 17, yang justru melawan
arus demokrasi. Dalam benak saya timbul segudang
pertanyaan, di antaranya: Suasana kejiwaan apa yang
melatarbelakangi pasal 17 itu? Apakah ada motif-motif
tertentu dari Tim Penyusun RUU, misalnya menyenangkan
keluarga Keraton dan Pura Pakualaman, sekaligus me-
lindunginya dari gempuran demokratisasi di luar tembok
istana? Ataukah pasal 17 tersebut memang merupakan
pasal pesanan? Berbagai pertanyaan itu memang hanya
Tim Penyusun dan Pimpinan Pemda Yogyakarta yang
dapat menjawabnya.

Sejujurnya dalam hati kecil saya berharap, pihak
Keraton baik Kesultanan maupun Pura Pakualaman,
khususnya Sultan HB X dan PA IX, akan memberi respons
dan menyatakan sikap tegas terhadap konsep RUU Keisti-
mewaan, yaitu suatu sikap yang dapat dimaknai oleh kha-
layak luas sebagai kejelasan pilihan antara mendukung
atau menolak pasal 17. Sikap mengambang yang diper-
lihatkan Keraton hanyalah akan menciptakan sikap kikuk
dan pertikaian di tengah masyarakat.

Diakui, Tim Penyusun RUU telah berupaya men-
dudukkan Keraton dalam posisi istimewa, sekalipun
dianggap anti-demokrasi oleh sebagian masyarakat.
Karena itu, Keraton sebagai objek yang diperdebatkan
mestinya segera menentukan sikap guna mengakhiri silang
pendapat yang memboroskan energi dan tak memberi
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sesuatu hal baru. Akan lebih bagus bila perdebatan di-
arahkan pada pencarian tentang bagaimana membangun
Yogyakarta. Saya sependapat dengan Heru Nugroho bahwa
Yogyakarta tidak istimewa juga tidak apa-apa. Yang penting
rakyatnya damai dan sejahtera. Percuma saja mempunyai
label istimewa, namun kehidupan rakyatnya penuh dengan
kesulitan.

Saya cukup paham bahwa membicarakan Yogyakarta
sulit untuk tidak melibatkan Keraton. Karena itu, mem-
bicarakan keistimewaan Yogyakarta, mau tidak mau, pasti
akan menyinggung Keraton sebagai salah satu konsep
pemikiran yang mewarnai RUU Keistimewaan. Dengan
demikian, bila RUU itu menuliskan Keraton sebagai bagian
dari keistimewaan Yogyakarta, itu suatu kewajaran. Na-
mun, bilamana terdapat polemik atas pasal-pasal dalam
RUU yang mengenai keluarga Keraton, sungguh akan lebih
bijak bilamana keluarga Keraton menyampaikan ketegasan
sikap.
Mungkin pernyataan itu sudah disampaikan oleh
keluarga Keraton. Namun, dalam penerimaan saya sebagai
salah satu kawulo alit, tampaknya belum cukup jelas. Saya
tidak tahu persis, barangkali inilah yang dimaksud -::-l_d-u
Akhmad Rifa’i (KR, 13 Agustus 2002) bahwa titeh Raja bisa
bermakna ganda. Etika kesultanan selalu dipenuhi Wt
atau simbol yang tidak bisa dibaca dan dipahami sem-
barang orang. Saya merasa bahwa saya adalah manusia
biasa yang tidak punya cukup kesaktian sehingga tak
cukup mampu memahami sikap Sultan dan Pakualaman.
Terlebih lagi, saya datang dari Hatah mBanyumasan, yang
dalam kultur sehari-harinya menggunakan bahasa cablaka.
Artinya, dalam banyak hal, pesan harus mensag;i:ﬂﬂ
kejelasan tekstual dan disampaikan secara apa ace’ 3";;
Bilang “tidak” untuk maksud menolak; HNWEH:M
untuk maksud menyetujui. Semuanya jelas tanpa <
ganda. Menurut saya, sekarang tidak bnn}tﬂlf orang ¥

' terlalu sedikit orang yang
mempunyai kesaktian, sehingga
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bisa memahami makna titah Raja yang penuh isyarat.
Generasi sekarang dipenuhi oleh budaya instan: cepat,
sederhana, ringkas, dan jelas,

Pada hemat saya, daripada memperdebatkan dari trah mana
calon Gubernur dan Wakil Gubernur berasal, akan lebih
bagus dinyatakan bahwa siapa pun yang menjadi pemimpin
Yogyakarta harus punya keistimewaan. Keistimewaan itu
adalah kemampuannya dalam memimpin Yogyakarta ke
arah yang lebih demokratis dan membawa ketenteraman
dan kesejahteraan rakyat.

Kepemimpinan yang istimewa sebenarnya telah lama
dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yang menyampai-
kan tentang tiga sifat kepemimpinan yang hingga sekarang
masih relevan diterapkan dalam situasi kontemporer. Tiga
sifat kepemimpinan itu adalah "ing ngarso sung tulodho, ing
madyo mbangun karso, tut wuri handayani”, Secara awam kon-
sep itu dapat diterjemahkan sebagai berikut: di depan
(sebagai pemimpin) memberikan contoh, di tengah (yang
dipimpin) membangkitkan semangat dan motivasi, dan di
belakang mengikuti dan memperhatikan aspirasi rakyat.
Ketiga konsep kepemimpinan ini merupakan satu kesatuan
yang utuh, tidak dipisah-pisahkan.

Dalam perspektif yang lebih luas, sifat ing ngarso sung
tulodho bisa diartikan bahwa seorang pemimpin hendaknya
adalah sosok yang tegas. Ia banyak memberi inisiatif dan
terobosan yang jauh melampaui zamannya. Atas kreativitas
dan inisiatifnya itu, umumnya pemimpin semacam ini
banyak disegani. Sebut saja misalnya Nabi Muhammad,
Soekarmo, Mohammad Hatta, dan lain-lain, termasuk Sri
Sultan HB IX. Mereka berani membuat sejarahnya sendiri,
tanpa dibebani sejarah nenek moyangnya. Sejarah hanya
dijadikan sebagai reference, bukan sebagai satu-satunya
pakem untuk bersikap. Mereka adalah sosok yang tegas
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sehingga mereka yang dipimpin memahami secara jelas
kebijakan pemimpin dan tidak dibiarkan bingung mener-
jemahkan pesan.

Eifat.kedua adalah ing madyo mbangun karso. Dalam
perspektif kontemporer, saya mengartikan bahwa pe-
mimpin ha‘mﬂflh mampu menggugah motivasi rakyat
pada gerak kerja Idan sikap positif. Melakukan pemba-
ngunan diri menuju penyejahteraan masyarakat yang adil
dan berkeadilan serta penghargaan terhadap sesama
manusia dalam perspektif demokrasi, merupakan pengeja-
wantahan dari konsep kepemimpinan ini.

Sifat kepemimpinan ketiga adalah tut wuri handayani.
Dalam perspektif yang lebih luas ini dapat juga diartikan
sebagai kesediaan memperhatikan dan mendengarkan
aspirasi rakyat. Sikap ini tidak berdiri sendiri, melainkan
harus saling berseling dengan sikap kepemimpinan ing
ngarso sung tulodho, sebab sosok yang hanya menuruti
(mengikuti) rakyatnya saja juga bukanlah sikap seorang
pemimpin yang istimewa. Bila hanya bersikap mengekor
apa kemauan rakyat, maka ia bukan pemimpin yang mem-
punyai sikap. Memang sikap selalu menunggu suara rakyat
dapat memberikan kemungkinan keselamatan atas posisi
dan kedudukan pemimpin.

Sekalipun ada ungkapan "suara rakyat adalah suara
Tuhan”, namun itu tidak berarti selalu benar. Banyak kala-
nya suara masyarakat tidak berdasar rasionalitas dan
landasan kebijakan. Kadang pendapat dan keinginan
masyarakat hanya didasarkan pada emosi sesaat dan
hendonistik yang tak jarang jauh dari ketentuan normatif,
sehingga justru menjerumuskan kualitas kehidupan
bermasyarakat. Sering kali rakyat harus dididik lfehth
dewasa oleh para pemimpin. Jadi, selain memperhatikan
aspirasi rakyat, seorang pemimpin juga harus mampu
membangkitkan motif dan memberikan contoh bagi rakyat

Yang dipimpinnya.
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Apabila ketiga sifat kepemimpinan itu dapat diwu-
judkan secara benar, itulah sebenarnya kepemimpinan yang
istimewa. Kemampuan kepemimpinan seperti itu, bukan
monopoli bani Hasyim, kaum cerdik pandai, akademisi, atau
trah Keraton dan Pura Paku Alaman semata, namun dapat
dimiliki siapa pun warga Yogyakarta. Oleh karena itu,
memang ada baiknya pasal 17 diganti dengan regulasi yang
lebih demokratis. Dan untuk menemukan orang yang
berkemampuan seperti itu, memang perlu sistem yang lebih
memberikan keleluasan partisipasi. Toh, sebenamya struktur
sosial, kata para sosiolog, adalah konstruksi sosial yang
lahir dari kesepakatan-kesepakatan masyarakat.
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